PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD)
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntunan dan
kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera  Selatan
dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap
Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) di lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan:

b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas,
dipandang perlu mengadakan perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor
14 tahun 2001 yang mengatur Unit Pelaksana Teknik
Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan
dimaksud;

c. bahwa perubahan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tersebut
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perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daecrah
Provinsi Sumatera Selatan.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814):

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok = Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang- undang RI Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839):

Peraturan Pemerintah RI nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Rl nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor
14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) di Lingkungan




Dinas Kesehatan Provinsi  Sumatera  Selatan
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Serie D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di
lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 18 Serie D) diubah sebagai berikut:

(h

Pasal | angka 12 dihapus selanjutnya ditambah angka 12 dan 13 baru
yang berbunyi sebagai berikut:

12.

Kepala Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat
adalah Kepala Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran
Masyarakat Provinsi sumatera Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah terdiri dari Balai
Pelatihan Kesehatan. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat,
Rumah Sakit Khusus Paru-paru dan Balai Kesehatan Olahraga dan
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Kebugaran Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Selatan.

(2) Pasal 2. diubah sehingga berbunyi:

Pasal 2
Dengan Peraturan daerah ini dibentuk 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan, yang terdiri dari:
a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan;
b. UPTD Rumah Sakit Khusus Paru-paru:
UPTD Rumah sakit Khusus Mata Masyarakat:

(@}

d.  UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat.

(3) Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan BAB VA dan 7 (tujuh) Pasal baru
yaitu Pasal 40 A sampai dengan Pasal 40 G yang berbunyi sebagai berikut :

BABV A
BALAI KESEHATAN DAN KEBUGARAN MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 40 A

(1) Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan di bidang pelayanan
kesehatan olahraga dan kebugaran masyarakat.

(2) Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Kepala Dinas.
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Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 40 B

Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan di bidang pelayanan
kesehatan olahraga masyarakat.

Balai Ketiga
Fungsi

Pasal 40 C
Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 B, balai

Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan rencana kebutuhan pelayanan kesehatan olahraga yang
meliputi penjaringan, pengukuran Kkesegaran jasmani, pemeriksaan
kelainan fisik, pemulihan, rujukan, penyuluhan dan latihan fisik dan atau
olahraga:

b.  pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi
urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;

c. pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga, pendidikan dan pelatihan,
penelitian dan penyuluhan dalam bidang kesehatan olahraga.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 40 D

(1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran
Masyarakat terdiri dari:

a. Kepala Balai:




(2}

b. Subbagian Tata Usaha:
c. Kelompok jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran
Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Subbagian Tata Usaha

Pasal 40 E

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
keuangan, kepegawaian, umum, dan perlengkapan.

Pasal 40 F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 E, Subbagian
Tata Usaha mempunyai fungsi:

a.

b.

(1)

(2)

Pelaksanaan pengelola urusan keuangan:
pelaksanaan pengelola urusan kepegawaian:

pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40 G

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
kesehatan olahraga, pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis serta
penelitian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:
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pelaksanaan penjaringan (skrining) dalam bidang kesehatan
olahraga;

pelaksanaan pengukuran kesegaran jasmani dan pemeriksaan
kelainan fisik pada masyarakat;

pelaksanaan pemulihan akibat cedera olahraga dan menerima
rujukan kesehatan olahraga dari sarana pelayanan lainnya:

pelaksanaan bimbingan kegiatan fisik/latihan fisik dan atau
olahraga;

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan olahraga bagi
tenaga medis dan para medis, instruktur senam dan mahasiswa:

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penyuluhan dan
bidang kesehatan olahraga masyarakat;

pembinaan pendidikan dan pelatihan kesehatan olahraga bagi
pengelola kegiatan-kegiatan olahraga;

pelaksanaan penelitian status kesehatan dan kebugaran pada atlet;

pelaksanaan penelitian status kebugaran masyarakat dalam
pemberian dosis latihan yang tepat dan sesuai yang bertujuan pada
peningkatan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi masing-masing jabatan
fungsional akan diatur dengan Keputusan Gubernur:




Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 8 Juni 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Dto,
SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 25 Juni 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Dto,
H. MAHYUDDIN NS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERIE D




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH

TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI KESEHATAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN KESUGARAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN NOMOR ~ 25 TAHUN 2004
DINAS KESEHATAN PROVINS| SUMATERA SELATAN TANGGAL 8 JUNI 2004
KEPALA
KELONPOK JABATAN N SUBBAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA

| N
!
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Dto,
SYAHRIAL OESMAN



